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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice (praktik 
internasional yang paling baik) dalam pengelolaan keuangan modern 
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan keuangan ini 
sesuai dengan prinsip NPM (New Public Management) yang mengedepankan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, 2014 dan Adiprojo, 2015). Hal tersebut menurut Adiprojo 
(2015) diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan- kegiatan yang 
dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean corporate governance 
(tata kelola yang baik dan bersih). Selain itu, Pinnuck dan Potter (2009) 
mengatakan bahwa mayoritas lembaga pembuat undang- undang di masing- 
masing negara di dunia mensyaratkan entitas pemerintahannya untuk 
mempersiapkan laporan keuangan berbasis akrual dibawah GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles). 
Laporan keuangan berbasis akrual wajib dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah di Australia sejak tahun 1993 (Pinnuck dan Potter, 2009). Sebaliknya, 
penerapan akuntansi akrual pemerintah daerah di Amerika Serikat diamanatkan 
oleh negara namun pelaksanaannya justru tergantung kebijakan dari pemerintah 
daerahnya masing- masing (Pinnuck dan Potter, 2009). Di Indonesia, 
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pemerintah daerah diterapkan 
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mulai tahun anggaran 2011 dengan kompensasi keterlambatan penerapan pada 
tahun anggaran 2015 (PP No. 71 tahun 2010). 
Laporan keuangan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi 
kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan 
(Adiprojo, 2015). Dengan adanya hal ini, pengguna dapat mengidentifikasi 
posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, serta bagaimana mendanai 
kegiatannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sebenarnya (Adiprojo, 
2015). Selain itu, sistem pengukuran kinerja dan pengembangan indikator 
kinerja menjadi perhatian dari berbagai pihak pada saat ini, diantaranya adalah 
pihak berwenang, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (Ryan, 
Robinson, dan Grigg, 2000). 
Konservatisme sebagai salah satu ciri khas yang menonjol dari akuntansi 
akrual didefinisikan sebagai differential verifiability (pemastian diferensial) yang 
diperlukan (Bliss, 1924 dan Watts, 2003) untuk pengakuan yang tepat waktu 
(Pinnuck dan Potter, 2009) atas laba dibandingkan dengan kerugian (Bliss, 1924 
dan Watts, 2003). Watts (2003) berpendapat bahwa konservatisme telah 
berkembang sebagai bagian dari teknologi kontrak efisien yang membantu 
dalam mengurangi masalah keagenan. Lebih lanjut Watts (2003) mengatakan 
bahwa mengingat prinsipal (masyarakat) memerlukan informasi yang 
terverifikasi untuk memantau agen (pemerintah), maka konservatisme dapat 
memfasilitasi dalam mengurangi masalah keagenan ini. 
PAT (Positive Accounting Theory) yang dipopulerkan oleh Watts dan 
Zimmerman (1990) mengatakan bahwa terdapat tiga hipotesis yang menjelaskan 
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keputusan manajemen untuk bertindak secara konservatif ataupun tidak, 
hipotesis tersebut diantaranya adalah plan bonus hypothesis, debt covenant 
hypothesis, dan political cost hypothesis. Watts dan Zimmerman (1990) 
menjelaskan bahwa plan bonus hypothesis menerangkan bahwa manajer 
berperilaku sesuai dengan seberapa besar bonus yang diberikan sehingga 
mengakibatkan adanya manajemen laba. Selain itu Watts dan Zimmerman 
(1990) juga menjelaskan bahwa dalam debt covenant hypothesis, semakin tinggi 
rasio hutang dengan modal, maka diprediksi akan semakin besar pula manajer 
meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk memperoleh pinjaman potensial 
dari kreditor. Selain itu Watts dan Zimmerman (1990) juga menjelaskan bahwa 
dalam political cost hypothesis, perusahaan besar diprediksi akan cenderung 
menggunakan metode akuntansi yang menunjukkan laba yang lebih kecil untuk 
mengurangi pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah. 
Debt covenant hypothesis menurut Watts (2003), konservatisme 
mengurangi kemungkinan manajemen mencatat terlalu tinggi laba dan aset, 
mengorbankan proyek net present value positif, dan membuat likuidasi 
pembayaran dividen yang efektif kepada pemegang saham dengan 
mengorbankan kreditor. Guay (2008) berpendapat meskipun kreditor tidak 
memiliki klaim simetris pada arus kas perusahaan, kreditor masih memerlukan 
informasi tepat waktu mengenai laba perusahaan untuk secara efektif memantau 
perusahaan tanpa melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan karena 
hal ini dinilai sangat mahal bagi mereka. Rasio leverage menurut Ahmed dan 
Duellman (2007) merupakan implikasi dari debt covenant hypothesis. Rasio ini 
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membantu kreditor dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi perusahaan 
atas dana yang dipinjamkannya kepada perusahaan. Perusahaan dengan tingkat 
leverage tinggi menurut Ahmed dan Duelman (2007) cenderung memiliki 
konflik yang lebih besar yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan 
kontrak konservatif. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa leverage akan 
mempengaruhi konservatisme (Basu, 1997; LaFond dan Watts, 2006; dan 
LaFond dan Roychowdhury, 2008). Ardina dan Januarti (2012) membuktikan 
leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme, namun tidak signifikan. 
Political cost hypothesis Watts dan Zimmerman (1990) memprediksi 
bahwa firm size cenderung menghadapi biaya politik yang lebih besar untuk 
mendorong mereka menggunakan praktek akuntansi yang konservatif. Hal ini 
menurut Watts dan Zimmerman (1990) semakin besar ukuran perusahaan, maka 
semakin tinggi pula pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Watts (2006) 
berpendapat bahwa asimetri informasi seringkali lebih kecil untuk perusahaan 
besar karena mereka menghasilkan informasi publik yang lebih banyak, hal ini 
pada akhirnya mengurangi permintaan praktek akuntansi yang konservatif. 
Selanjutnya, Givoly dan Hayn (2006) berpendapat perbedaan proyek pada 
perusahaan besar menyebabkan kesimpulan yang salah mengenai tingkat 
konservatisme. Firm size yang diukur menggunakan logaritma natural dari 
jumlah aset yang merupakan implikasi dari political cost hypothesis berpengaruh 
positif terhadap kebijakan konservatisme perusahaan (Basu, 1997; LaFond dan 
Watts, 2006; LaFond dan Roychowdhury, 2008; Ardina dan Januarti, 2012; dan 
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Bigelli, Ugedo, dan Vidal, 2014), namun tidak signifikan (Ardina dan Januarti, 
2012).  
Penerapan konservatisme memiliki pengaruh terhadap fluktuasi laba 
yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya prediksi laba dan arus kas 
perusahaan masa depan (Dechow dan Ge, 2007). Pengujian hipotesis Dechow 
dan Ge (2006) membuktikan bahwa akrual dan arus kas berkorelasi negatif di 
perusahaan yang menerapkan akrual yang tinggi. Dengan demikian menurut 
Dechow dan Ge (2006), laba lebih persisten untuk memprediksi arus kas masa 
depan pada perusahaan yang menerapkan akrual yang tinggi, begitu juga 
sebaliknya. Operating cash flow memiliki pengaruh positif terhadap 
konservatisme (Ardina dan Januarti, 2012 dan Bigelli et al ,2014). Operating 
cash flow yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan untuk memanfaatkan 
aset perusahaan sebaik mungkin dimana hal ini juga dapat digunakan untuk 
memprediksi arus kas masa depan dan akan mendorong perusahaan untuk 
menerapkan akuntansi yang lebih konservatif (Ardina dan Januarti, 2012 dan 
Bigelli et al ,2014). 
Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya penyusunan 
konservatisme dalam laporan keuangan baik di sektor privat maupun sektor 
publik dan cenderung masih banyaknya yang berfokus terhadap sektor privat, 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor- faktor yang 
mempengaruhi konservatisme LKPD di Indonesia. Hal ini dikarenakan 
penelitian yang dilakukan oleh sektor privat juga dapat dilakukan oleh sektor 
publik. Peneliti menggunakan sampel LKPD tahun anggaran 2014 karena pada 
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tahun ini merupakan kompensasi tahun terakhir penerapan cash toward accrual 
basis. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh persiapan 
pemerintah daerah menjelang penerapan full accrual basis yang dimulai pada 
tahun anggaran 2015. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap konservatisme di sektor 
publik? 
2. Apakah firm size berpengaruh positif terhadap konservatisme di sektor 
publik? 
3. Apakah operating cash flow berpengaruh positif terhadap konservatisme 
di sektor publik? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk memperoleh bukti empiris leverage berpengaruh negatif terhadap 
konservatisme. 
2. Untuk memperoleh bukti empiris firm size berpengaruh positif terhadap 
konservatisme. 
3. Untuk memperoleh bukti empiris operating cash flow berpengaruh 
positif terhadap konservatisme. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini 
diantaranya: 
1. Manfaat Praktis 
Pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini, maka manfaat yang 
penulis harapkan kepada pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten 
maupun daerah dibawahnya untuk menerima penelitian ini sebagai 
masukan agar lebih memperhatikan pentingnya konservatisme dan 
penerapan PP (Peraturan Pemerintah) No. 71 Tahun 2010 tentang SAP 
(Standar Akuntansi Pemerintahan) di Indonesia berbasis akrual yang 
berlaku selambat- lambatnya pada tahun anggaran 2015. Selain itu, 
penulis juga mengharapkan kepada pemerintah pusat, provinsi, kota, 
kabupaten, maupun daerah dibawahnya untuk menerima penelitian ini 
sebagai masukan agar pemerintah daerah dapat segera menyusun 
panduan- panduan tekhnis mengenai pengelolaan sumber daya yang 
dimilikinya sehingga unsur kehati- hatian dapat lebih dioptimalkan. 
2. Manfaat Teoritis 
Manfaat yang penulis harapkan bagi penelitian selanjutnya adalah agar 
penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang relevan dan 
menyempurnakannya menjadi penelitian yang lebih baik untuk masa 
yang akan datang. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian 
ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan penerapan PAT pada 
sektor publik.
